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Pembehasan Skripsi ini pada dasamya adalah tentang seperti apa
schenamya penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan mengkaitkannya teihadap
kasus pailitnya PT. Riau Airlines,

Permasalahan yang diajukan adalah pengaturan hukum kepailitan di
Indonesia, perbedaan antara pailit dengan penundaan kewajiban pembayaran
utang, seita akibat hukum atas putusan pailit PT. Riau Airlines. Untuk membahas
pennasalahan zersebut maka dilakukan penelitian secasa bahan hukum primer,
yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pcmerintah, antara lain:
peraturan perundang-undangan, putusan pengaditan serta traktal, yang kedua
bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas tahan primer,
antara lain: buks. artikel, laporan penelitian, serta berbagai karya tulis ilmiah
lainnya dan yang ketiga bahan hukum teitier. yaitu bahan-bahan yang bersifat
menunjang bahan primer dan sekunder, anwra lain: kamus, intemet dan lainnya
serta melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Niaga Medan,

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan syarat ulama dapat
dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua)
Kreditor dan tidak membayar lunas sedikiinya satu utangnya yang sudah jatuh
waktu dan dapat ditagih.

Pemyataan paiiit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor,
Debitor, atau Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak
membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar
utang-utangnya.

Putusnn Pemyataan Pailit mengubah status hukum sessorang menjadi
tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. menguasai. dan mengurus hatta
kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diueapkan.

Penclitian ini juga menyarankan Pemerinmah indonesia harus menjamin
kepastian. ketertiban, penegakan. dan perlindungan hukum yang berintikan
keadilan dian kebenaran yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan
pertkembangan perekonomian nasionat, serta mengamankan dan mendukung hasil
pembangunan nasional. Dan dari sudut pendidikan hukum, fakulws-fakulias
hukum perlu mengembangkan mata kuliah Hukum Kepailitan. Sehingga para
Sarjana iHukum yang dihasilkan nantinya memahami pcraturan pclaksanaan
Hukum Kepailitan.
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